BAB VI
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan

Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka maka penulis menarik kesimpulan

bahwa :

1.

Tahap Perencanaan kurang efektif karena dalam proses perencanan
pemerintah Kabupaten Malaka memang memiliki dokumen Rencana
Kerja Anggaran SKPD sampai dengan Rencana Kerja Anggaran APBD
namun terpusat pada triwulan keempat yang mengakibatkan ada anggaran
belanja modal tidak dicairkan.

Tahap pelaksanaan kurang efektif karena berdasarkandokumen
Pelaksanan Anggaran APBD yang dikeluarkan hampirsemua item belanja
modal belum terealisasi secara menyeluruh.

Tahap penatausahaan dikatakan efektif karena sudah mampu
menghimpun dan mencatat laporan-laporan dari setiap SKPD yang
diperlukan untuk di laporkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban efektifkarena Kabupaten
Malaka telah membuat 7 (tujuh) laporan keuangan yang dimuat dalam
LKPD secara lengkap.

Tahap pengawasan kurang efektif karena Pemerintah Daerah Kabupaten
Malaka kurang memperketat pengawasan terhadap proses pengerjaan
yang mengakibatkan keterlambatan pembangunan dari waktu yang sudah

ditentukan.
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pengelolaan Belanja Modal pada Pemerintah

Kabupaten Malaka, maka peneliti sapat memberikan saran sebagai berikut :

1.

Bagi Pemerintah Kabupaten Malaka, dalam tahap pelaksanaan,
diharapkan Pemerintah Kabupaten Malaka harus lebih memaksimalkan
anggaran yang sudah diterima sehingga proses pelaksanaan belanja dapat
berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Bagi pihak pengawas, agar tidak lalai dalam mengawasi para pekerja
sehingga tidak terjadi kecurangan dan bisa selesai tepat pada waktu yang
telah ditentukan.

Bagi peneliti lain, diharapkan tulisan ini dapat dijadikan rujukan untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkup yang sama.
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